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Tanggal Pembuatan @mcﬂ:w 2024

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika \r
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan

4 Peraturan MENPANRB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah.

5 Peraturan Gubemur NTT Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

6 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi
Publik.

7 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 112 Tahun 2022 tentang Pengelolaan
Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara

SEKRETARIAT Frederik C P. Koenunu, ST, MH
PPID PEMBANTU DINAS NIP. 196508191994011001
UCUSOF Pengelolaan Permohonan informasi publik
Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 1. Memiliki pengetahuan tentang layanan prima

2. Memahami tentang Pergub NTT No. 112 Tahun 2022

3 Memiliki komitmen bekerja sama dengan tim kerja
4 Memahami pendokumentasian, kearsipan dan pengelolaan informasi

§ Memahamidan dapat menguasai teknologi informasi dan memiliki latar
belakang pendidikan yang mendukung kegiatan pelayanan dan pengelolaan informasi
publik

Keterkaitan:

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Publikasi Informasi
2. SOP Pemutahkiran dan Penetapan DIP
3. SOP Uji Konsekwensi Inpformasi Publik
4. SOP Keberatan Informasi

1. Formulir Isian

2. Komputer dan jaringan internet
3 Daftar Informasi Publik Dinas
4 Printer dan Alat Tulis

Peringatan:

Pencatatan dan pendataan :

Apabila tidak ditanggapinya keberatan menjadi salah satu penyebab munculnya sengketa
informasi publik

Disimpan sebagal dokumen pengelolaan Informasi Publik PPID Pembantu Dinas




PELAKSANA

URAIAN PENDUKUNG
Petugas Layanan ID Utama Petugas pelaksana KETERANGAN
Pemohon Informasi Informas| Pemprov NTT PPID Unit harian PPID KELENGKAPAN WAKTU . OUTPUT
1 Pemohon Infk Pelaksana
agﬁégi!n&gﬂl%ég :N_.a...-_n”l.!_.ilirlli.l!&. mea enit ‘'ormulir Permohonan Informasi yang Terkait Layanan
clektronik/online dengan Mengisi formuli h i [nj Persysratan [4 .i..._ as wshalte RE. " informasi, Badan Publik
informasi publik . Individu berup fotocopy etan scan identitas dirl (NIK) E.ﬂjhﬁ%!ingg wﬂn%g
formulir g ‘website dari pemohoa mformasi identitas membentuk
(f 3 E-.-BE b. Kelompok oreng berupa Surst Kusss dan KTP Pemberi
meja i) dengan p Knass dan Penerima Kuasa.
syarat-syarat permohonan c. Badan Hukum berups Akts Pendirian dan Pengesshan
Badan
Hukum dari Kemenkumham
Petugas Pel Inf i melakukan pemerikaaan formil Surat Permohonan, Identitas din 10 Menit Venifikas: berkas Pemriksaan berkas
atas permohonan. Dalam hal berkas permohonan belum ' (KTP/SIM/Paspor/dll) Apenila diwakili maka
memenuhi syarat, petugas layanan mengembalikan berkas Tidak disertakan surst kussa. Apabila pemohon
|permohonan dengan catatan kekurangan/porbaikan merupakan sustu lembega maka harus
kan Legal Standing operasional
Ya lembaga pemobion
Permak yang tclah hi syarat, dicatatkan dalam L 2 Formulir pennohonan informas 10 Menit Duwposisi dan Formulir permohonan inforras
sl infromasi dan diteruskan kepada PPID yang sudah terisi lengksp dan yang sudah teris lengkap, dibubuhi nomor
Utama Pemprov dibubuhi nomor registrasi registrasi dan tanda tangan penerimaan.
Menyerahkan p n & i publik iimgv.:sg!uﬂs!z 1 jam Dsposisi dan Formulsr permohonan mformas:
|kepada PPID Pelaksana sudah terisi lengkap, dibubuhi nomor registras: dan yang sudah tensi lengkap, dibubuhi nomor
Petugas Pclak Harian PPID Disposisi dan Formulir permohonan mformasi yang menit (Disposs dan Formulir permohonan informan
EE%?RE sudah terisi lengkap, dibubuhi nomor registrasi dan yang sudah terisi lengkap, dibubuhi nomor
kepada Pemohon tanda tangan penerimaan. registrasi dan tanda tangan penermmaan.
ugas pelak harian larifikasi apakah informasi Disposisi dan Formulir permohonan mformasi yang |1 hari Daftar analiss dan klarifikasi terhadap
teraebut dikuasai atau tidak, borsifat terbuka atau sudah terisi lengkap, dibubuhi nomor registrasi dan yung
dikecualikan, dapat diberikan stau tidak dengan mengacu tanda tangan penerimaan.
pada DIK, DIP Dinas
dimints dapattidak dapat diberikan kepada Pemohon fi yang diterime yang diminta dapet/tidak dapet diberian
Informasi dengan alasan, lalu mengajukannya ke PPID kepada Pemohon Informasi serta akses
Pembantu Dinas. tachadep informeni
publik yang diminta spebila nformas:
tersebut dapat diberkan.
9  |PPID mempunyai waktu 10 had kegja untuk memonuhi Surat pemberitahuan tertulis bahwa mf yang |maksimal 10 hari | InformasyKeterangan / jewaban yang dimnts | Surat Jawaban
jawaban. PPID dapat nperpanjang waktu p h v.!arﬂ::nc.ﬂl.‘g-vstnl erhadap mformasi o
| permohonan informasi sclama 7 hari dengan membuat serta
,lll S eEd berikut al PE“—U buat surat publik yang diminta spebila informasi tersebut g
" .._ da pemohon berikut inf yang dapet diberikan.
dimohonkan
10 Zii!il%.ﬂ!'il&l Surat pembentahuan tertulis bahwa mf yang Tanda terima pengirunan surst pemberitahuan
Pemohon Informasi Publik, discriai dengan askes terhadap Pemohon Infk serta akses terhadap informasi PPID Pelaksana, dan PPID
W!_.QEIEBEEE-{% publik yang diminta apebils informasi tersebut
busan Pemberitahuan tertulis juga dikirimkan dapat diberikan.
kepada Atasan PPID Pelaksana, dan PPID
bertahuan tertulis yang sudah
EEE%E{-
tof 1_5 ety . :

SOP Pelayanan Informasi



